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ABSTARKSI 

Tuhan menjadikan manusia berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki 
dan perampuan. Hikmahnya ialah supaya manusia hidup sebagai suami isteri, 
membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu harus diadakan ikatan dan 
pertalian yang kokoh yang diharapkan tidak pernah putus. 

Pada umumnya setiap pasangan yang akan menikah menginginkan tetap 
terbinanya tali Perkawinan yang akan dijalankan dan dalam Perkawinan diharapkan 
ditemukannya kebahagiaan kekal. 

Perkawinan tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh 
Undang-undang, salah satu syarat antara lain, ketentuan batas umur. Jika seseorang yang 
akan menikah tetapi umur tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 
maka orang tua dan Kantor Urusan Agama tidak bersedia mencatatkan perkawinannya 
maka Orang Tua mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan. 
Pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan semata-mata demi kepentingan dan masa 
depan anak. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini kemudian diberi judul : 
“PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH OLEH PENGADILAN MENURUT 
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI 
KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TEGAL)”.  

Pelaksanaan pemberian Dispensasi Nikah dan Bentuk pemberian Dispensasi 
Nikah yang diberikan oleh Pengadilan sebagai salah satu ketentuan jika seseorang yang 
ingin melangsungkan Perkawinan tetapi umur belum sesuai dengan ketentuan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Dispensasi 
Nikah selain berpegangan pada Undang-undang juga harus memperhatikan keadaan dan 
kondisi-kondisi yang mempengaruhi kepentingan calon mempelai.  

Dari hasil penelitian ditentukan bahwa Pelaksanaan pemberian Dispensasi Nikah 
oleh Pengadilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kedua mempelai 
sudah berhubungan/berpacaran cukup lama, sudah pernah berhubungan badan sehingga 
calon isteri hamil, orang tua tidak dapat mengontrol keadaan anak yang bekerja jauh dari 
orang tua. 
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